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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 
ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia 
Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Sistem Hukum Pidana Anak di 
Indonesia telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini 
dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi 
siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Sistem Hukum 
Pidana Anak di Indonesia. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap 
Sistem Hukum Pidana Anak di Indonesia. Anak merupakan cikal bakal 
lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak 
adalah aset bangsa. Masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan 
datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak 
sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu 
pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan 
bobrok pula kehidupan Bangsa yang akan datang. Indonesia sebagai 
negara yang telah ikut meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on 
the Rights of the Child) mempunyai kewajiban untuk memberikan 
perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hokum.  

Sistem hukum pidana anak di Indonesia mengacu pada undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Nomor 11 Tahun 2012. Anak pelaku 
tindak pidana dapat diproses secara penal atau non-penal sesuai dengan 
undang-undang tersebut. 

Sistem pidana anak seharusnya mengutamakan pencegahan 
kejahatan anak dan memberikan intervensi awal untuk mencegah 
perburukan perilaku. Upaya preventif dapat melibatkan pendekatan 
pendidikan, rehabilitasi, dan dukungan keluarga untuk mencegah anak 
terlibat dalam kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya 
memperlakukan anak-anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi 

PRAKATA 



 

iv 

daripada hukuman, dan mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak 
dalam sistem pidana anak. 

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat 
beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah 
menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan 
hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati 
secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para 
pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian 
dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan 
karya selanjutnya di masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
di Indonesia. 
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KONSEP DASAR SISTEM HUKUM 
PIDANA ANAK DI INDONESIA 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang 

merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya 
manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa. Masa 
depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak 
sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik 
pula kehidupan masa depan Bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila 
kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan 
Bangsa yang akan datang 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial 
secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal 
pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur 
sesuai amanat undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu, anak 
memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, 
mental, dan spiritualnya secara maksimal. (Guntarto Widodo;2016;58) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai 
norma hukum tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak 
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini menunjukkan 
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PIDANA ANAK DAN  
PRINSIP-PRINSIP UTAMA 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Pidana Anak dan Prinsip-prinsip Utama memuat materi tentang sistem 

peradilan pidana anak, pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan 
pidana anak, diversi, dan sanksi pidana anak. 

 

B. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 
Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana harus 

dikenakan suatu akibat hukum, hal yang sangat erat hubungannya adalah 
masalah pemidanaan, agar tercapainya tujuan dari penegakan hukum itu 
sendiri yaitu pemenuhan keadilan dan kepastian hukum. Sifat pemidanaan 
tidak semata-mata bersifat punitive atau menghukum maupun mencari 
kesalahan anak, akan tetapi untuk memperbaiki anak kepada keadaan 
semula dengan menghindarkannya dari perbuatan yang asosial. Dalam 
penerapannya sanksi tindak pidana anak dikhususkan, melalui sistem 
peradilan pidana anak. 

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang 
berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik 
bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh 
kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan 
sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (vide Pasal 1 angka 1 
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kejahatan. Oleh karena itu sangatlah pentingnya memperlakukan anak-
anak dengan adil, memprioritaskan rehabilitasi daripada hukuman, dan 
mengakui hak-hak khusus yang dimiliki anak-anak dalam sistem pidana 
anak. 

 
TUGAS DAN EVALUASI 

1. Apa saja prinsip-prinsip utama dalam sistem pidana anak? Bagaimana 
penerapannya dalam melindungi hak-hak anak? 

2. Jelaskan konsep rehabilitasi dalam konteks pidana anak? Apakah ada 
pendekatan khusus yang dijelaskan untuk membantu anak-anak yang 
terlibat dalam kejahatan? 

3. Bagaimana mengatasi isu-isu hak asasi manusia dalam konteks pidana 
anak? Apakah ada diskusi mengenai perlindungan hak-hak anak 
selama proses peradilan? 

4. Apakah saja aspek intervensi preventif dalam sistem pidana anak? 
Bagaimana konsep pencegahan diintegrasikan ke dalam pendekatan 
hukuman terhadap anak? 

5. Bagaimana mengatasi tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip 
pidana anak di berbagai negara atau budaya? Apakah ada diskusi 
tentang adaptasi prinsip-prinsip ini dalam konteks yang berbeda? 
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HUKUMAN ANAK DI BAWAH UMUR 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 
menjelaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, 
pemerintah dan negara harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah 
untuk melindungi hak-hak anak. Serangkaian tindakan ini harus dilakukan 
untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal 
secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah 
untuk menciptakan kehidupan yang terbaik bagi anak-anak dan 
mempersiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa yang potensial, 
kuat, dan memiliki semangat nasionalisme yang didasarkan pada akhlak 
mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta tekad yang kuat untuk menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. (Nikmah Rosidah, 2014) 

Mewujudkan hak dan perlindungan hukum bagi anak sebagai bentuk 
kebebasan anak dalam mencapai kesejahteraannya merupakan suatu hal 
yang sangat penting. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang 
memiliki peranan yang sangat besar dalam kelangsungan hidup suatu 
bangsa. Kesejahteraan dan martabat anak-anak harus dijaga agar bangsa 
ini dapat maju dan menjadi kuat di masa depan. Dalam sidang pengadilan, 
proses pemeriksaan dan pembuktian memiliki peranan yang sangat 
penting. Pembuktian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan 
alat bukti yang diperbolehkan oleh undang-undang sehingga hakim dapat 
menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. (Yahya Harahap, 2009)  
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PROSES HUKUM PIDANA ANAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Pentingnya kajian tentang system hokum pidana anak di Indonesia, 

khususnya berkaitan dengan proses hokum pidana bagi anak menjadi 
sebuah keniscayaan. Dimana regulasi tersebut tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana pada bagian kedua tentang pertanggungjawaban 
Pidana, pada Paragraf 2 tentang Alasan Pemaaf, pada Pasal 40 dimana 
dijelaskan bahwa “Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan 
terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 
12 (dua belas) tahun. Selain itu Pasal 40 ketentuan tersebut telah 
mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak 
Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada 
pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan 
mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan 
perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak. 

Lebih lanjut bagi seorang anak sudah barang tentu terdapat 
perlindungan ketika ia melakukan tindak pidana. Hal ini telah diatur dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, pada Pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
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mental anak baik secara fisik, emosional, dan verbal dalam kasus pidana 
anak (Suyadi & Selvi, 2022). 

Kasus lain yang menjadi problematika dalam pidana anak adalah 
berkaitan dengan kendala diversi bagi anak berkonflik dengan hukum 
dalam perkara narkotika, dimana Perlu ada upaya penyamaan persepsi di 
kalangan penegak hukum terkait implementasi Undang-undang Narkotika 
yang berkaitan dengan anak sebagai terdakwa (Satriya, 2023). Dimana 
dengan melalui Musyawarah Diversi hal ini dapat menjadikan 
penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua 
pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam 
menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan 
restorative (Ave, 2022). Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 
(UUD 1945) menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu 
bangsa. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk 
keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat 
hidup, tumbuh, dan berkembang. Dalam perkara tindak pidana seringkali 
ditemukan anak dalam permasalahan hukum, baik sebagai tersangka 
hingga menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perkara pidana pada 
umumnya bersifat kaku dan memiliki waktu yang panjang dalam 
penyelesaiannya, sehingga diperlukan penyelesaian pidana anak yang 
memiliki prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan 
menghadirkan keadilan restoratif. 
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PEMBINAAN DAN REHABILITASI 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Pembinaan dan rehabilitasi anak perlu mendapat perhatian yang lebih, 

sebab anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa dan negara. Anak juga merupakan generasi mudah yang sedang 
tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Pada 
masa perkembangannya anak harus berusaha dan diperkenalkan dengan 
nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Agar anak 
tersebut tumbuh dan mampu beradaptasi dengan kehidupan di 
lingkungan masyarakat dimana ia tinggal. Oleh karena itu anak 
memerlukan bimbingan dan kasih sayang, pembinaan mana harus 
dilakukan secara fisik dan mental guna meningkatkan kecerdasan 
intelektualnya, emosionalnya maupun spiritualnya agar bisa memahami 
nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan 
baik. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal 
pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur 
sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945.  

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat masih banyak anak yang 
melakukan tindak pidana. Karena sebagian kecil anak tidak dapat 
memahami secara utuh aturan hidup di dalam masyarakat baik 
disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, 
kurang nilai keagamaan, dan adanya kekerasan di dalam lingkungan 
keluarga serta perkembangan teknologi yang membawa dampak pada 
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JENIS PIDANA TERHADAP ANAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Jenis Pidana Merupakan Suatu penerapan Hukum yang dijatuhkan 

kepada para pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan 
melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri 
maupun orang lain dan telah diatur dalam suatu undang-undang tertentu. 
Menurut Darwan dengan Pidana adalah Hukuman yang dijatuhi atas diri 
seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. 

Di Indonesia penerapan pidana telah diatur dalam kitab undang 
undang hukum pidana untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah 
diatur dalam suatu undang undang yang berkaitan dengan tindak pidana 
tersebut. Jenis jenis pidana sendiri diatur dalam kitab undang-undang 
hukum pidana (KUHP) telah mengatur tentang jenis jenis sanksi pidana 
dalam pasal 10 sedangkan jenis jenis pidana pada anak lebih lanjut diatur 
dalam undang undang sistem peradilan anak. 

 

B. JENIS PIDANA TERHADAP ANAK 
Suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, 

seseorang yang masih di bawah umur (minderjarig) juga dapat melakukan 
suatu tindak pidana. Apabila seseorang yang masih di bawah umur 
melakukan suatu tindak pidana maka akan menggunakan undang-undang 
khusus yang telah mengatur hal tersebut. Sanksi pidana atau hukuman 
yang diberikan kepada anak sebenarnya berlaku ketika anak tidak 
memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Pada dasarnya ketika anak 
sebagai pelaku tindak pidana maka prioritasnya bukan peradilan pidana. 
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TUGAS DAN EVALUASI 
1. Jelaskan apa yang di maksudkan dengan pidana anak  
2. Jelaskan apa yang di dimaksudkan dengan jenis pidana anak 
3. Jelaskan apa saja yang yang dimaksud dengan pidana anak menurut 

KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Anak  
4. Jelaskan apa saja yang dimaksudkan dengan Jenis pidana anak dalam 

sistem peradilan anak  
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PIDANA ANAK DALAM KASUS KHUSUS  

 
 

A. PENDAHULUAN 
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia merupakan bagian integral 

dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dalam konteks 
hukum. Tujuan utama sistem ini adalah memberikan perlindungan, 
rehabilitasi, dan perawatan yang sesuai bagi anak yang terlibat dalam 
proses peradilan. Dalam menghadapi kasus khusus, sistem ini 
mengkhususkan diri dalam tiga peran anak, yaitu sebagai pelaku kejahatan, 
korban, dan saksi. Sebagai pelaku, pendekatan hukuman berfokus pada 
rehabilitasi dan resosialisasi, sementara perlindungan terhadap anak 
korban menjadi prioritas utama dengan penekanan pada keamanan dan 
kesejahteraan selama proses peradilan. Anak sebagai saksi juga mendapat 
perhatian khusus, dengan prosedur pengambilan keterangan yang 
dilakukan secara hati-hati guna menghindari trauma. Dengan demikian, 
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengintegrasikan prinsip-
prinsip perlindungan anak dan keadilan untuk menciptakan lingkungan 
hukum yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan anak. 

 
Rincian Pembahasan Materi 
Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus 

globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan 
zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang 
tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai masalah sosial oleh 
masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat 
pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku 
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SANKSI HUKUMAN ANAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Problematika pokok dalam hukum pidana adalah tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana dan pidana/pemidanaan. Ketiga 
problematika tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Ketika 
pembicaraan tentang hukum pidana, maka pemikiran yang mungkin 
muncul adalah tentang pidana yang diancamkan pada suatu tindak pidana. 
Dengan perkataan lain, salah satu persoalan yang selalu diperbincangkan 
dalam hukum pidana selama ini adalah pengenaan sanksi. Hal tersebut 
didasarkan pada beberapa pemikiran yang diberikan para ahli misalnya 
John Kaplan, kebijakan penal (sanksi) dalam hukum pidana di berbagai 
negara cenderung tidak rasional. Sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-
delik berbeda, sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan rasional” 
(Barda Nawawi Arief, 2011, p.175). 

Pada sisi lain, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana. 
Kebebasan hakim tersebut memiliki risiko. Risiko mungkin terjadi apabila 
ada perbedaan antara dua atau lebih perbuatan yang bobot kerugiannya 
hampir sama namun penjatuhan pidananya berbeda. Atau perbuatan yang 
memiliki nilai kerugian berbeda namun penjatuhan pidananya hampir 
sama. Hal inilah oleh masyarakat dipandang sebagai sebuah ketidakadilan.  

Masalah pidana dan pemidanaan dalam perkembangan sejarah sering 
mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud merupakan suatu hal 
yang wajar karena perkembangan kejahatan dalam masyarakat 
mengalami perubahan baik bentuk/jenis, modus operandi dan pelaku 
yang turut mempengaruhi pengaturan pemidanaan. 
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TUGAS DAN EVALUASI 
1. Bagian penting dari sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu 

sanksi. Jelaskan pengertian pidana dan pemidanaan. 
2. Jelaskan sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP dan Perundang-

undangan khusus di luar KUHP. 
3. Pandangan hukum pidana modern melihat penjatuhan sanksi pidana 

lebih berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (daad-dader 
strafrecht) tidak hanya meliputi pidana, tapi juga berorientasi kepada 
muatan pendidikan yang dikenal dengan ajaran Double Track System. 
Jelaskan hal tersebut. 

4. Salah satu upaya perwujudan keadilan restoratif dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
adalah penggunaan metode diversi. Jelaskan mekanisme diversi yang 
berlaku dalam pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan 
hukum. 
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SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN A) 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Semakin tingginya tingkat kejahatan di Indonesia yang kian beragam, 

tak luput dari pandangan kita bahwa anak juga dapat berhadapan dengan 
hukum, baik anak sebagai korban tindak pidana, saksi tindak pidana 
maupun pelaku tindak pidana. Dalam proses penyelesaian perkara pidana 
anak yang dimulai dari tahap penyidikan sampai tahap akhir yakni 
pembimbingan harus memperhatikan perlindungan, keadilan, non 
diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan 
tumbuh kembang anak yang sudah diatur dalam Sistem Peradilan Pidana 
Anak. Hal ini menimbulkan rasa keprihatinan kita terhadap berbagai kasus 
yang menimpa anak diranah hukum sehingga kita sebagai orang dewasa 
perlu untuk memikirkan bagaimana caranya agar anak tersebut mendapat 
jaminan dan perlindungan terhadap haknya. Dalam tataran implementatif, 
regulasi yang ada belum sepenuhnya menjamin perlindungan terhadap 
hak-hak anak, tidak hanya dengan melibatkan negara saja akan tetapi juga 
peran orang tua dan lingkungan masyarakat memiliki andil terkait dengan 
pemantauan dan pengawasan khusus pelanggaran hak anak atau anak 
yang berhadapan dengan hukum. 

 

B. SISTEM PEMANTAUAN DALAM PIDANA ANAK 
Sistem pemantauan dalam pidana anak di Indonesia mencakup 

berbagai aspek yang berperan dalam mengawasi anak-anak yang terlibat 
dalam tindak pidana. Sebagaimana Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2022 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa yang memiliki 
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SISTEM PEMANTAUAN (BAGIAN B) 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan kejahatan yang terjadi pada saat sekarang, tidak hanya 

dilakukan oleh orang dewasa, tetapi kejahatan juga dilakukan oleh anak-
anak. Masih banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak diproses dan 
diselesaikan di pengadilan, dan adanya beberapa perbedaan yang 
diberikan pengadilan apabila anak duduk sebagai terpidana. Sistem 
peradilan anak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku namun pada umumnya terdapat bagaimana penerapannya 
dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam prosesnya. 

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan 
berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas 
tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan 
yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak 
tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. Double track 
system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, 
yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, 
perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, 
namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, 
dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar ”mengapa diadakan 
pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk 
apa diadakan pemidanaan itu 
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TUGAS DAN EVALUASI 
1. Jelaskan apa itu pemantauan dan tujuan dari pemantauan dalam 

system peradilan pidana pada anak ? 
2. Jelaskan Landasan dan peranan lembaga yang terkait Dalam 

Pemantauan system peradilan pidana pada anak? 
3. Jelaskan bagaimana proses dan metode pemantauan dalam system 

peradilan pidana pada anak? 
4. Apakah system pemantauan dalam system peradilan pidana pada anak 

sudah memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum? 
5. Bagaimana hambatan dan tantangan dalam pemantauan system 

peradilan pidana? 
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PERAN LEMBAGA  
PERLINDUNGAN ANAK 

 
 

A. DASAR HUKUM PERLINDUNGAN ANAK 
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dinyatakan bahwa ada empat tujuan didirikannya Indonesia 
sebagai sebuah negara, yaitu: 
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia; 
2. Memajukan kesejahteraan umum; 
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia; 
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 
 
Sebagai penyelenggara negara, Pemerintah Republik Indonesia 

bertanggung jawab untuk melindungi rakyat, menyejahterakan rakyat, dan 
mencerdaskan rakyat, termasuklah anak. Perlindungan anak adalah semua 
bentuk kegiatan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak untuk hidup, 
tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai kemanusiaan, serta 
dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. 

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap anak di 
Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai 
anak mulai dari definisi anak, definisi perlindungan anak, asas dan tujuan 
perlindungan anak, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung 
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KERJA SAMA INTERNASIONAL 

 
 

A. LATAR BELAKANG 
Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan 

hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam 
Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas 
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan 
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri 
dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. 
Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar 
dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, 
tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan berperan dalam 
meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk 
kelangsungan pertumbuhan anak baik mental maupun fisik serta interaksi 
dalam pergaulan bermasyarakat, maka anak harus benar-benar mendapat 
perhatian khusus. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-
benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual 
sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan 
berkembang dengan baik dan seimbang. Anak adalah subjek yang 
mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus 
diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal 
menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan dunia yang begitu cepat 
tidak lain merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia, baik 
yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mental anak 
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TANTANGAN DAN HARAPAN  
SISTEM HUKUM PIDANA ANAK 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Perkembangan hukum pidana anak di Indonesia mendapatkan 

penyegaran yang signifikan dengan diberlakukannya UU No. 11 Tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perundang-undangan 
yang ada mengatur sistem peradilan anak menggabungkan banyak 
perjanjian internasional yang diharapkan dapat meningkatkan dan 
merevolusi pengelolaan kasus-kasus pidana anak. Sistem hukum 
memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur yang sangat 
rentan terjerat atau terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum. 
Perlindungan terhadap anak di bawah umur yang telah melakukan 
tindakan kriminal dijamin melalui pengadilan khusus, yang beroperasi di 
dalam sistem peradilan formal (Sambas, 2010). Di setiap tingkat peradilan, 
hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperhatikan, 
terbukti dengan pengurangan masa penahanan anak selama proses 
peradilan dari 200 hari menjadi 110 hari. Selain itu, dalam ranah peradilan 
anak pendekatan baru yang dikenal sebagai diversi dan keadilan restoratif 
telah muncul. Keadilan restoratif adalah kebijakan yang dapat diterapkan 
oleh penegak hukum untuk mengalihkan fokus dari manajemen kasus 
formal ke non-formal. Meskipun hukuman tidak secara inheren salah, 
hakim harus mempertimbangkan manfaat potensial dari keputusan 
mereka sebelum menjatuhkan hukuman (Wagiati, 2008). Saat ini, terdapat 
peningkatan jumlah anak yang dipenjara, yang menunjukkan bahwa hakim 
menghadapi tantangan dalam menerapkan sanksi secara efektif dan 
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lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pembinaan masa depan 
yang lebih baik bagi anak-anak di Indonesia. 

 
TUGAS DAN EVALUASI 

1. Apa yang dimaksud dengan "Tantangan" dalam konteks sistem hukum 
pidana anak dan apa dampaknya terhadap perlindungan anak? 

2. Bagaimana perbedaan akses terhadap keadilan yang merata dapat 
mempengaruhi penegakan hukum dalam sistem pidana anak? 

3. Apa saja keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi oleh lembaga 
dan sistem hukum pidana anak? 

4. Mengapa pendekatan restoratif menjadi harapan penting dalam 
proses rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana? 

5. Bagaimana tantangan dan harapan dalam sistem hukum pidana anak 
di Indonesia mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap anak-
anak yang terlibat dalam tindak pidana? 
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